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ABSTRAK 

Fahrul Efendi. 04020220266: “Efektivitas Perlindungan Hukum 
Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik (E-
Commerce) Pada Aplikasi TikTok (TikTok Shop) Di Kota Makassar”, 
dibawah bimbingan Sufirman Rahman, selaku Ketua Pembimbing dan 
Rustan, selaku Anggota Pembimbing. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas perlindungan 
Konsumen dalam transaksi perdagangan secara elektronik (e-commerce) 
pada aplikasi TikTok (TikTok Shop) dan mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan 
secara elektronik (e-commerce). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, pengumpulan data 
dilakukan  melalui wawancara, kuesioner kepada konsumen, dan pelaku 
usaha. 

Hasil penelitian menunjukkan. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence 
M. Friedman, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce TikTok 
Shop belum efektif. Meskipun substansi regulasinya memadai, efektivitas 
terhambat oleh lemahnya struktur pengawasan pemerintah serta 
rendahnya budaya hukum masyarakat dalam memahami perdagangan 
elektronik.Faktor yang memengaruhi perlindungan konsumen meliputi 
keberadaan dan penegakan regulasi hukum, tingkat pemahaman 
konsumen terhadap haknya, komitmen etika pelaku usaha dalam berbisnis 
secara transparan, serta dinonaktifkannya Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) yang menghambat penyelesaian sengketa.  

Rekomendasi penelitian menekankan pentingnya konsumen menjadi 
konsumen cerdas yang peduli akan hak-haknya, serta mengusulkan 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengaktifkan kembali BPSK di 
setiap kabupaten/kota guna memperkuat mekanisme perlindungan 
konsumen di era digital.  

Kata Kunci :  Perlindungan konsumen, transaksi perdagangan secara 
eletronik (e-commerce), aplikasi TikTok Shop. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

TikTok Shop merupakan fitur terbaru yang diluncurkan oleh 

platform media sosial TikTok. Kerja sama strategis yang terjalin antara 

tiktok shop dan Tokopedia membawa dampak yang signifikan. Melalui 

kerja sama ini, barang yang dipasarkan oleh tiktok shop bisa dijangkau 

oleh jutaan pengguna TikTok di Indonesia. Kerja sama ini berpotensi 

mengubah aturan main dalam transaksi secara elektronik e-commerce 

di Indonesia. TikTok Shop yang merupakan platform media sosial yang 

terkenal, mampu memberikan dampak besar terhadap perilaku belanja 

online dan pilihan Konsumen.1 

Di Indonesia, isu perlindungan konsumen belum tertanam kuat 

dalam kesadaran masyarakat, sehingga berbagai bentuk kerugian yang 

dialami konsumen serta pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha 

sering kali tidak ditindaklanjuti atau diabaikan. 

Didalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Negara Republik Indonesia diuraikan, “Kemudian daripada itu 

untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

 
1 Bambang D Prasetyo, dkk. (2018). Komunikasi Pemasaran Terpadu (Pendekatan 

Tradisional Hingga Era Media Baru). Malang: UB Press 

4
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bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang 

Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar 

kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan 

beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta 

dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”.  

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum 

memiliki dua aspek, yaitu pencegahan dan penanggulangan, serta 

dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dapat di simpulkan bahwa fungsi 

dari hukum perlindungan konsumen yang bertujuan untuk 

menghadirkan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan 

masyarakat. Untuk memastikan perlindungan hukum dapat 

dilaksanakan, dibutuhkan sarana hukum salah satunya melalui 

keberadaan Peraturan Perundang-undangan.  Sebagaimana di atur 

dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945, diuraikan “Segala warga 

negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya”. Dan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan 

10
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bahwa setiap masyarakat berhak atas jaminan untuk memperoleh 

perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum.2 

Perkembangan ekonomi yang pesat telah membentuk pola 

konsumsi masyarakat di seluruh dunia. Pada masa kini, konsumen 

memainkan peran krusial dalam dinamika perekonomian, mengingat 

hampir seluruh dimensi kehidupan manusia terkait erat dengan aktivitas 

konsumsi. Masyarakat kian bergantung pada produk dan jasa yang 

disediakan oleh pelaku usaha. Akan tetapi, masyarakat (konsumen) 

sering kali mengalami kerugian akibat produk atau jasa yang tidak 

sesuai dengan harapan, baik karena adanya cacat pada barang, 

informasi yang tidak akurat, maupun perbuatan tidak jujur.  

Undang-undang perlindungan konsumen memainkan peran 

krusial dalam mencapai keseimbangan antara realisasi hak dan 

kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Apabila perlindungan tersebut 

tidak memadai, konsumen mungkin merasa dirugikan karena pelaku 

usaha umumnya memiliki posisi dominan dalam proses produksi, 

distribusi, dan pemasaran barang serta jasa. Oleh karena itu, 

pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menetapkan 

regulasi yang menjamin hak-hak konsumen dan menjatuhkan sanksi 

berat terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut.3 

 
2 Attaya, N. K., Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen 

Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik Melalui Aplikasi TikTok (Doctoral dissertation, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta). 

3 Mohd. Yusuf Daeng M, Siti Yulia Makkininnawa YD., dkk. (2024) Hukum Perlindungn 
Konsumen. Pekanbaru: Taman Karya 

6
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Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen, mengatur berbagai jenis transaksi barang dan/atau jasa, 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, mengatur 

tentang sistem perdagangan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur pemanfaatan 

teknologi untuk dijadikan sarana melakukan transaksi melalui sistem 

elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, mengatur sistem perdagangan 

secara elektronik, peraturan-peraturan tersebut berhubungan erat 

dalam mengawasi dan melindungi perdagangan melalui sistem 

elektronik.4 

Perdagangan yang dilakukan dengan sistem elektronik adalah 

aktivitas jual beli barang dan layanan dengan memanfaatkan teknologi 

untuk melakukan transaksi. Ada beberapa pihak yang berpartisipasi 

dalam perdagangan menggunakan sistem elektronik, yaitu penjual, 

penyelenggara yang menyediakan fasilitas perdagangan elektronik 

yang dikenal sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem 

Elektronik, dan pembeli.5 

Jual beli adalah salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang di mana salah satu pihak 

berkewajiban untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak 

 
4 Aufani, J. M., Anadi, Y. R., & Andriyansyah, M. F. (2024). Analisis Perlindungan 

Hukum Terhadap Konsumen TikTok Shop Di Indonesia. Dinamika, 30(1), 9475-9494. 
5  Suparna Wijaya,Agus Juhana (2021) Pajak Pertambahan Nilai PMSE: Sudut 

Pandang Konsumen, Guepedia 

2
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lainnya berkomitmen untuk melakukan pembayaran sesuai harga yang 

telah disepakati. Jual beli online merupakan implementasi dari transaksi 

jual beli yang memanfaatkan teknologi. Dalam perjanjian jual beli, 

terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada penjual dan pembeli, 

yang timbul akibat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. 

Pelaksanaan jual beli online tidak terlepas dari syrat-syarat perjanjian, 

mengingat transaksi tersebut berlangsung tanpa adanya pertemuan 

langsung antara penjual dan pembeli, sehingga fondasi utama dalam 

transaksi tersebut adalah kepercayaan yang terjalin antara kedua 

pihak.6 Umumnya perjanjian diatur pada Pasal 1320 KUHPerdata. 

UUPK telah disahkah dan diterapkan sebagai bentuk 

kesungguhan negara dalam menjaga hak-hak konsumen serta 

membangun suatu sistem perdagangan yang adil dan transparan. Hak-

hak Konsumen mencakup: hak atas kenyamanan, keamanan, dan 

keselamatan, hak untuk menentukan pilihan barang dan/atau jasa, serta 

hak untuk memperoleh informasi.  

Peraturan ini dibuat untuk membantu konsumen dan pelaku 

usaha dalam menyelesaikan masalah sengketa. Pembentukan 

Peratutan ini diwajibkan oleh ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi 

 
6  Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). Tinjauan Hukum Tentang 

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui e-commerce Menueur Pasal 1320 
Kuhperdata. Ensiklopedia Social Review, 2(2), 119-131. 

7
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segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Tujuan utama dari 

pembentukannya adalah agar Konsumen dapat menyelesaikan 

permasalahan sengketa dengan lebih mudah dan biaya murah atau 

ringan.7 

Banyaknya Konsumen yang mengalami penipuan saat 

melakukan transaksi perdagangan secara elektronik melalui aplikasi 

tiktok shop menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital belum 

sepenuhnya diimbangi dengan sistem perlindungan hukum yang kuat. 

Fenomena ini semakin marak terjadi karena transaksi perdagangan 

secara elektronik bersifat praktis dan cepat, namun sering kali 

mengabaikan aspek keamanan dan kejelasan informasi produk. Tidak 

sedikit konsumen yang menerima barang tidak sesuai dengan deskripsi, 

produk cacat, atau bahkan tidak menerima barang sama sekali setelah 

melakukan pembayaran. Selain itu, banyak penjual yang memanfaatkan 

kepercayaan konsumen dengan menggunakan foto dan ulasan 

kesaksian (testimoni) yang tidak benar atau palsu dengan tujuan untuk 

menarik minat pembeli. Situasi ini memperlihatkan bahwa masyarakat, 

khususnya di kota makassar, masih rentan menjadi korban kejahatan 

digital akibat kurangnya literasi hukum dan minimnya kesadaran 

terhadap hak-hak mereka sebagai Konsumen. 

 
7 Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa 

Konsumen (BPSK) sebagai lembaga penyelesaian sengketa Konsumen di 
Indonesia. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(2), 7-14. 

5
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pada Al-Qur’an terdapat Surah Al-Baqarah Ayat 188 

menjelasakan tentang perintah tegas terkait kejujuran dan keadilan 

dalam bermuamalah. Adapun bunyi surahnya sebagai berikut: 

نْ أمَْ  طِلِ وَتدُْلوُا۟ بهَِآ إلِىَ ٱلْحُكَّامِ لِتأَكْلُوُا۟ فَرِيقاً م ِ لَكُم بيَْنَكُم بٱِلْبََٰ ثْمِ وَلََ تأَكْلُوُٓا۟ أمَْوََٰ لِ ٱلنَّاسِ بٱِلِْْ وََٰ

 وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ 

Artinya:  

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian 
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 
memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 
berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.8 

 
Adapun makna dari Al-Qur’an surah Al-Baqarah Ayat 188 ini yang 

berkaitan dengan jual beli adalah larangan untuk merampas, 

mengambil, dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil 

(tidak sah menurut syariat), termasuk melalui praktik curang dalam jual 

beli, menipu, atau menggunakan suap untuk mendapatkan hak yang 

bukan miliknya. 

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah memicu 

transformasi substansial dalam modus transaksi jual beli, yang bergeser 

dari pendekatan konvensional menuju sistem digital berbasis e-

commerce. Salah satu platform yang saat ini populer adalah TikTok 

Shop, yang mengintegrasikan unsur hiburan dengan aktivitas 

perdagangan elektronik dalam satu platform aplikasi. Kemajuan ini 

memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan transaksi 

 
8  Deperteman agama Ri (2010) Al-Qur’an dan Terjemahan, pustaka assalam, 

halaman 36 
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dengan cepat dan praktis, namun di sisi lain juga menimbulkan beragam 

masalah hukum, seperti produk yang tidak sesuai deskripsi, penipuan 

daring, keterlambatan dalam pengiriman, hingga kesulitan dalam 

mengurus pengembalian dana (refund). Masalah-masalah ini 

menunjukkan masih kurangnya perlindungan bagi konsumen dalam 

transaksi perdagangan secara elektronik yang bersifat antar wilayah 

dan tidak terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli.  

Di kota makassar, banyak orang yang menggunakan tiktok shop 

untuk berbelanja, namun masih banyak yang belum memahami hak-hak 

mereka sebagai konsumen serta cara menyelesaikan masalah jika 

terjadi kerugian. Berdasarkan situasi ini, peneliti berminat untuk 

menyelidiki lebih lanjut tentang “Efektivitas Perlindungan Hukum 

Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik (E-

Commerce) Pada Aplikasi TikTok (TikTok Shop) Di Kota Makassar”, 

diharapan agar penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait seperti 

apa perlindungan hukum konsumen digital diterapkan. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimanakah efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi 

perdagangan secara elektronik (e-commerce) pada aplikasi TikTok 

(TikTok Shop)? 

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perlindungan konsumen 

dalam transaksi perdagangan secara elektronik(e-commerce)? 

 

2

2
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas Perlindungan Konsumen dalam 

transaksi Perdagangan Secara elektronik (e-commerce) Toko pada 

aplikasi TikTok (TikTok Shop). 

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan 

konsumen dalam transaksi perdagangan secara elektronik (e-

commerce) 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretik 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan Terutama mengenai efektivitas  

perlindungan Konsumen, khususnya pada transaksi Perdagangan 

Secara Elektronik (e-commerce). 

2. Manfaat praktik 

Diiharapkan Hasil penelitian ini mampu Memberikan informasi 

dan edukasi kepada masyarakat (Konsumen) tentang hak-hak 

mereka jika dirugikan dalam transaksi Perdagangan Secara 

Elektronik (e-commerce). Dan diharapkan pelaku usaha untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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